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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Dari berbagai bahasan yang telah diuraikan pada Bab 1- Bab 3 maka dapat ditarik
kesimpulan :

1. Adanya kekosongan hukum yang jelas mengenai pengeboran minyak lepas
pantai yang perlu diisi dalam perkembangan hukum internasional. Kovensi
internasional seperti UNCLOS memang memberikan tanggung jawab pada
pesertanya sebagian besar dalam hal pencegahan, tindakan penanganan serta
keejasama antarnegara. Namun konvensi konvensi ini tidak dengan secara
jelas menjelaskan mengenai masalah pertanggung jawaban.

2. Keputusan Pemerintah Indonesia yang memilih jalur diplomatik tidak dapat
menemukan penyelesaian sehingga akhirnya rakyat Timor memilih
melakukan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia. Gugatan ini
bisa dilakukan karena ada bantuan besar dari Greg Phelps. la adalah Partner di
Law-Firm Ward Keller Darwin Australia dan ia juga pernah menjadi
President dari Australia Lawyers Alliance. Gugatan yang diajukan rakyat NTT
terkait dengan pencemaran ini baru sebatas pada nelayan rumput laut karena
mereka memiliki lahan sehingga bisa dibuktikan secara nyata. Dari 12
kabupaten yang terkena dampak pencemaran Laut Timor itu, baru petani
rumput laut dari dua kabupaten, yakni Rote dan Kupang, yang diajukan ke

Pengadilan Federal Australia. Jumlah korbannya mencapai 13 ribu orang.
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Didalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik, lembaga class
action mempunyai kedudukan yang strategis. Strategis dalam arti memberikan
akses yang lebih besar bagi masyarakat terutama yang kurang mampu baik
secara ekonomis maupun structural untuk menentukan apa yang menjadi hak
mereka yang bersifat public, misalnya hak atas kesehatan dan hak atas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Gugatan ini dilayangkan di Australia karena Australia sebagai regulator di
kawasan tersebut dan bila terjadi pencemaran dan ada masyarakat yang
terkena dampak nya baik masyarakat Australia atau warga yang lain yang
penting ia terkena dampaknya/merasa dirugikan maka ia bisa mengajukan
gugatan di sana. Dalam Federal Court of Australia Act 1976 tidak diatur
mengenai warganegara mana yang boleh mengajukan gugatan class action di
Pengadilan Federal Australia. Pada bagian IVA pasal 33C ayat 1 dan 2
Federal Court of Australia Act 1976 hanya diatur mengenai minimal jumlah
orang untuk mengajukan gugatan class action , yang bisa mengajukan class
action ialah orang orang yang terkena dampak yang sama dalam kasus aau
permasalahan yang sama. Rakyat Timor selaku masyarakat yang dirugikan
karena terkena dampak dari perusahaan yang beroperasi di Australia dan
jumlahnya sekiar 13.000 maka mereka memenuhi syarat untuk mengajukan
gugatan ganti rugi di Pengadilan Federal Australia.

. Indonesia sudah mempunyai rencana untuk menggugat PTTEP melalui
UUPLH, Indonesia akan lebih focus pada pertanggung jawaban terhadap budi

daya rumput laut dan ikan sedangkan gugatan rakyat Timor akan lebih
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mengarah pada kesehatan masyarakat yang terkena dampak. Dalam
mengajukan gugatan ini Indonesia tidak bisa gegabah, Indonesia masih harus
mengumpulkan bukti yang lebih konkrit lagi untuk menggugat PTTEP. Jika
bukti dirasa kurang memadai maka bisa saja kasus ini lepas begitu saja,
karena data yang pernah diberikan Indonesia pernah dianggap tidak valid.

. Adanya kekosongan hukum antara Indonesia dan PTTEP karena pencemar
adalah pelaku asing yang tidak terikat hukum nasional Indonesia, dalam hal
ini terdapat kekosongan hukum dalam mengatur hubungan antara goverment
to private. Sehingga lebih baik menyampaikannya melalui Indonesia pada
Australia. Kekosongan hukum ini dapat dirasakan pada saat proses
penandatanganan persetujuan yang terus dintunda oleh PTTEP.

. Dalam memutus gugatan ini pengadilan dapat menggunakan prinsip strict
liability, dengan menggunakan konsep strict liability, hakim menilai tidak
perlu ada pembuktian kesalahan karena pencemaran yang terjadi sudah
faktual. Hakim dapat merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang
mengatur mekanisme pertangungajwaban mutlak atas kerusakan lingkungan
hidup. Berdasarkan Pasal 88 UU PPLH menyebutkan setiap orang yang
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
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4.2. Saran

1. Indonesia dapat menggunakan mareva injunction™®® vyaitu pemerintah

membekukan asset perusahaan, karena jika hanya membekukan asset mereka
di Indonesia saja dinilai kurang tepat karena tidak banyak asset yang dimiliki
PTTEP di Indonesia. Indonesia membutuhkan bantuan Australia untuk

melakukan hal ini.

. Sebagai rekomendasi, dan tindak lanjut dari pembahasan di IMO Legal

Committee, memang dibutuhkan instrument hukum untuk mengatur
pertanggung jawaban pencemaran lintas batas di laut yang sifatnya lebih tepat

berupa bilateral atau regional.

. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah menggunakan prinsip

strict liability, dengan menggunakan konsep strict liability, hakim menilai
tidak perlu ada pembuktian kesalahan karena pencemaran yang terjadi sudah

faktual.

150

The Mareva Injunction (yang dikenal juga sebagai freezing order atau Mareva order) dalam

yurisdiksi Commonwealth adalah perintah pengadilan yang membekukan aset terdakwa.
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